BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 26  TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PERJALANAN DINAS DAL.AM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menlmbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-t>Jgas
pemerint.ahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sert.a tertib
admnistrasl dan efisiens| pengelolaan keuangan daerah, maka periu adanya
ketentuan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negerf bagl Pejabat
Negara, Pegawal Negeri Sipll dan Pegawal Tidak Tet.ap di Ungkungan
Pemerint.ahKabupaten Bolaang Mongondow Timur:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menet.apkan Perubahan Peraturan Bupatl Nomor 15 t.ahun 2013
tent.ang Blaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipll dan
Pegawal Tidak Tet.ap dllingkungan Pemerint:ah Kabupaten Bolaang
Mongondow [Imur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawalan
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagalmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent.ang PenyelenggaraanPemerintah
yang Bersih dan Cerdas dan Bebas dari Kotupsi ,Kolusl dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent:ang Perimbangan Kluanagan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua etas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 t:ahun 2004 tent.ang Pemerint.ahan
Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 4844) ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tent.ang Pembentukan kabupaten
Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Ut.ara (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4875) ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanagan
pemerintah dan Kewenangan Provins! sebagai daerah otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 3925);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Keuangan Pimplnan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4415) sebagalmana telah beberapa kall dlubah terakhlr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republlk Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeridan Pegawal tidak tetap.

12. Peraturan Menteri Keuangan Republlk Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2012
tetang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPI~ DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl yang dimaksud :

1.

2.

3.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakll Bupati Bolaang Mongoodow Timur serta Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pegawal Negert Slpll adalah Pegawai Negerl Slpil dan Calon Pegawai Negeri Slpll yang
bekerja di Ungkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Pegawal Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau dtugaskan untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profeslonal dan administrasi sesual dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan
tidak bericedudukansebagai Pegawal Negeri;

Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
lain yang dlberl wewenang oleh Pengguna Anggaran dllingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow limur ;

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak
sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota / Kabupaten yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang
berwenang;

Perjalanandinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar darl wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjiutnya disingkat SPPD adalah surat perintah
kepada Pejabat Negara, Pegawal Negeri Slpil dan Pegawal Tidak Tetap untuk
meleksanakan Perjalanan Dinas ;



8. Tempat Kedudukan  adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit
Kerja/Program/Kegiatan Berada.
9. Perorangandan atau organisasi adalah mereka yang mewaklli daerah dalam suatu kegiatan
tert:entu untuk menunjang kegiatan yang terkalt dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
Pasal2

Khusus untuk utusan perorangan dan atau organisasl , yang mewakili Pemerintah daerah
dapat diberlkan perjalanan dinas sesual dengan perundangan-undangan yang berlaku, yang
pelaksanaanleblh lanjut diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal3

Khusus Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Kabupaten dapat diberlkan uang harlan yang
dalam pelaksanaan tugasnya melampaul 8 (delapan ) jam, seperl dalam hal Survei, metlgasl,
pemetaan, pendataan, pemerlksaan, monitoring, reses,Pendataan dan Penaglhan Pajak, serta
pendampingan hukum.

Pasal4

Perjalanan dinas hanya dllakukan untuk melaksanakan pekerjaaan yang sangat periu bagi
kepentingan daerah apablla tidak menggunakan sarana komunikasl lain yang tersedia serta
dllaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya yang sehemat
mungkin.

Pasal 5

Yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakllan
Rakyat Daerah, Pegawal Negeri Sipll dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan
perjalanan dinas terleblh dahulu mendapat Persetujuan/Perintah dengan adanya Surat Perintah
Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) yang dltandatangani oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 6

Pejabatyang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas yaitu :

(1.) Bagi Bupatl dan wakll Bupati Surat Perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas{SPPD) ditandatanganl oleh Bupati,atau dalam hal Bupatl berhalangan ditandatangani
oleh Wakll Bupati dan apablla kedua pejabat tersebut berhalangan dapat di tanda tangani
oleh Sekretrls Daerah dan atau Aslsten Sekretaris Daerah atas narna Bupati Bolaang
Mongondow TImur.

(2.) Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SPT ditandatangani oleh Ketua
DPRD dan SPPD di tandatangani oleh Sekretarls Dewan Selaku PenggunaAnggaran.

(3.) Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Perjalanan Oinas {SPPD) ditandatanganl oleh Bupatl, dalam hal Bupati berhalangan
ditandatanganl oleh Wakll Bupatl dan Apablla kedua pejabat tersebut berhalangan dapat
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretarls Daerah atas nama
Bupati Bolaang Mongondow Timur ;

(4.) Bagi Pejabat Eselon 11 lainnya dan Eselon M dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakll Bupatl, dalam hal Wakll Bupati berhalangan
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan,
maka dapat ditandatanganl oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang
Mongondow Timur ;

(5.) Bagi Pejabat Eselon Il dilngkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO) ditandatanganl
oleh Sekretarls Daerah, dalam ha! Sekretaris Daerah berhalangan, maka Surat Perlntah
Tugas (SPT) dltandatanganl oleh Asisten Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang
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ditunjuk. Sedangkan Surat Perint.ah Perjalanan Dinas (SPPD) dit.andat.angani oleh Kepala
SKPO yang bersangkut.an selaku Pengguna Anggaran;

(6.) Bagi Pejabat Eselon N dan Tenaga Sipil lalnnya di Ungkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perint.ah Perjalanan DInas (SPPD) ditandatangani oleh Assist.en Sekda atau pejabat lain
yang dltunjuk.

(7.) Bagi Pejabat Eselon Il dan Tenaga Slpil lainnya dllingkungan Pemerfntah  Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur,yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan , maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Oinas
(SPPO) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;

(8.) Bagi Pegawal Tidak Tetap dan Masyarakat sebagal utusan Pemerint.ahDaerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, yang berada pada SKPD, maka Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Surat Perint.ah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandat.anganioleh Pejabat yang berwenang
pada SKPD yang bersangkut:an;

(9.) Blaya perjalanan dinas Pegawal Tidak Tetap dan Masyarakat sebagaimana tersebut pada
point (7) diatas, dipersamakan pembayaran tingkat E.

Pasal 7

Bagi PegawaiNon Eselon hanya dtmungkinkan untuk tenaga tekhnis montir, soplr, ajudan, at.au
sejenls atas izin pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 8

(1.) Besamya Satuan Blaya Penglnapan,Uang Harian dan Fasilit.as Transport Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagl Pejabat Negara,Pegawat Negeri Slpil dan Pegawat lidak tet.ap
sebagairnanaterc.antumdalam Lamplran peraturan inl ;

(2.) BiayaPerjalanan Oinas sebagatmanadimaksud datam pasal 8 ayat (1), rerdiri dari :

a. BiayaPenginapan
b. Uang Harian yang me.liputiuang makan,uang saku,dan transport lokal ;

(3.) Blaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(l) digolongkan dalam 5 (lima)

tingkat yaltu ;

a. Tingkat A untuk Bupati dan wakil Bupati, ketua DPRD dan Pejabat Negara lainnya.

b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon Il dan Pejabat Negara lalnnya tem,asuk anggota
DPRD

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselonlll dan at.au PNS Gol. N

d. Tingkat D untuk PejabatEselon'lV dan atau PNS Gol M

e. Tingkat E Untuk PNS Gol.Il dan | serta Pegawailidak Tetap.

(4) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pegawai lidak Tetap sebagai pengikut, SPT dan SPPD
melekat pada pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipll yang melaksanakan tugas dan
merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang t.ak terpisahkan

(5) Biaya Penginapan dibayari<an sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi blll Hotel
(at cost) dalam hal tidak menggunakan fasllitas hotel setempat /kota tempat tujuan, maka
kepada yang bersangkut:an dapat dibayari<ansebesar 30 (tlga puluh) persen dari tarif
hotel setempat dan sesuai dengan jabatanya dan dibayari<ansecara lumpsum, Begltu
pula Uang harian dibayari<ansecara lumpsum sesuai dengan jumlah hari (tanggal tiba
berangkat) dalam tiket perjalanan dan tldak melebihl jumlah hari dalam Surat Perintah
Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Oinas (SPPO) kecuali perjalanan dinas
tertentu dan at.au kejadian luar biasa (force mifjeul'J

(6) Oalam hal terjadi kondist tertentu atau sulitnya diperoleh bukti-bukti fisik sebagai
dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas, maka dapat
dibayari<ansecara lumpsum kepada Pegawaitersebut dan membuat Uralan Pengeluaran
Riii dan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SK1JM ) bermateri cukup.

(7) Blayapenglnapan dan akomodasidapat diberikan kepada Pejabat Negara, PegawatNegeri
Sipll, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan
perjalanan dinas pergi atau pulang ke tempat tujuan 1 (satu ) hari sebelum
Pemberangkatandan 1 (satu) hari setelah pulang clan dibayar secaraat cost.



(8) Sewa kendaraan dalam kota hanya diperbolehkan bagi pejabat Negara dan pejabat
lainnya yang diset.arakan,dibayarkan secara iit cost dan Include pada uang harian.

Pasal 9

(1.) Blaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, taut, dan udara) pelaksanaannya dibayar
sesual yang tercantum dalam tlket (et cost) termasuk blaya jasa pelayanan penumpang
pesawatudara ( airport tax) atau pilSS masuk lalnnya;

(2.) Biaya angkutan (darat, taut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju
terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitl.lng 1 (satu) kali
perjalanan sebesar Rp. 700.000,00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kecuall untuk perjalanan
dinas dlbawah 8 (delapan)jam.

(3.) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan wakbJ kurang dari 8
{delapan) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan
Uang sebagaimanatercantum dalam lampiran peraturan Inl.

Pasal 10

a. Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan pejabat negara lainnya
sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 3 haruf a, diberikan Uang Representas| perhari
sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rfbu roplah)

b. KepadaPejabat Eselon Il dan Anggot.a DPRD dapat diberikan Uang Representaslperhari
sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Petjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten yang pelaksanaan tugasnya dibawah 8
(delapan ) jam hanya dapat diberikan uang Transport sebagalmanatercantum dalam lampiran
peraturan Inl.

(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajlb menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya.

(2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dart :

a. Surat PertntahTugas (SP1)

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPO)

¢. Surat Pemyat.aanTanggung Jawab

d. liket ( pesawatudara, kapal laut, bus dan kereta api ) ; dan

e. Bukti nalk pesawat (boilrding)ilss, airport taX') atau i1ss masuk lalnnya.

(3) Bagi Pejabat Negara, Pegawal Negeri Sipil, dan Pegawai lidak Tetap yang melakukan
perjalanan dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat
kedudukan, diwajibkan memberikan laporan tertulls kepada pejabat yang berwenang.

(4) Khusus selaln Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Slpll dan Pegawai lidak Tetap, perjalanan dinasnya dlbayarkan setara dengan
pembayaran tingkat E

(5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat
dibebankan pada DPA  satuan kerja berkenan dengan membuat laporan tentang
pembatalan perjalanan dinas tersebut

(6) Dokumen yang harus dilamplrkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan
sebagaimana pada ayat (5) meliputi :

a. Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan / Pemberi Perintah
Perjalanan Dinas,

b. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya pembatalan Perjalanan dinas ,

¢. Pemyataan / tanda buktl besamya pengembalian blaya transpor dan/atau biaya
penginapan yang disahkan oleh yang berwenang.

"



Pasal 12

(1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadlri rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi, dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kecuall perjalanan dinas tertentu.

(2) Bupatl selaku pemegang kekuasaan penggelolaan keuangan daerah dapat menetapkan
lain dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 13

(1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud peraturan Bupati ini digolongkan

menjadi;

a. Perjalanan Dinas Luar Oaerah;

b. Perjalanan Dinas Luar Batas kabupaten dalam provinsl;

c. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
d. Perjalanan Oinas Luar Negeri

(2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Oinas Luar Oaerah adalah Perjalanan Dinas yang keluar
dari Provinsi tempat kedudukan SKPD bersangkutan.

(3) Yang dimaksud Perjalanan Dinas Luar batas Kabupaten dalam Provins! adalah perjalanan
keluar dari batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tldak melewati batas
wilayah Provins!.

(4) Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dllaksanakan
dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Ilimur.

(5) Yang dimaksud Perjalanan Oinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dllaksanakan di
luar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Perjalanan Dinas jabatan dllakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsl SKPO lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang

mongondow limuir;

Menglkutl rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;

Pengumandahan(Detasering)

Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

Menghadap Majells Penguji Kesehatan Pegawal Neger1 atau menghadap seorang dokter

penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat:kansurat keterangan dokter tentang

kesehatannyaguna kepentingan jabatan;

f.  Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera
pada waktu/karena melaksanakan tugas;

g. Mendapat:kan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawal
Negeri;

h.  Mengikutl pendidlkan setara Diploma/SI1/52/53;

I. - Menglkutl Pendidikan dan Pelatlhan;

j. Menjemput / mengantarkan Jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakllan Rakyat Oaerah, Pegawal Negeri Slpll dan Pegawai lldak Tetap yang meninggal
dunla dalam melaksanakan Perjalanan Dinas; at.au

k. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota OPRD, Pegawai Negeri Slpil yang meninggal dunla dari tempat kedudukan yang
terakhir ke tempat pemakaman.
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Pasal 15

Yang dimaksod Perjalanan Dinas Tertentu adalah:

a. Melaksanakanleblh dart 1 (satu) kegiatan dalam art! terdapat tugas tambahan yang
mendesak at.as pertntah pejabat yang bef'wenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama
dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.

b. Perjalanan Dlnas untuk mengikuti keglatan rapat, bimbingan tekhnls, studi banding,
sosialisasl, pameran serta keglatan speslfik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal
keglatannya tennasuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional.

c. Keglatan Spesilfik lalnnya sebagaimanadimaksud huruf b pasal int antara lain;

1. PenugasanPemeriksaan;



2. Penugasan Survel, metigasi, pemetaan, pendataan, monitoring, reses, pendataan
dan penagihan pajak.
3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 16

(1) Ketentl.lan perjalanan dinas dalam peraturan inl beriaku untuk perjalanan dinas yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

(2) SUratPertntah Tugas {SPT) dan SUratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatanganl
oleh pejabat yang berwenang sebaglmana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 17

(1) Perjalanan dinas ke Luar Negerl bagl Pejabat Negara,Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baru
dapat dllaksanakan apablla telah mendapat persetujuan Menterl Oalam Negeri melalui
Gubemur SUlawes| Utara.

(2) Pejabat yang berwenang menandatanganl SUrat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pajabat sebagaimana tersebut pada pasal 6;
(3)Besamya satuan Blaya uang Harlan Perjalanan Dinas Luar Negert bagl Pejabat Negara,
Pegawal Negeri Slpll, dan Pegawal Tidak Tetap berdasarkan ketenbJan yang beriaku

(sesUt3i denganPHK N0.37 Temm 2012)

Pasal 18

(1) Perjalanan Dinas plndah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang
baru bagl pejabat Negara, Pegawal Negeri Sipil dan Pegawal Tldak Tetap di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketentuan yang beriaku.

(2) Perjalanan dinas plndah atas dasar pem,ohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan
dinas.

Pasal 19

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan
dalam waktu yang samadan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 20

Oalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dllaksanakan, sementara blaya perjalanan
dinas belum dapat dlbayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dlbayarkan setelah
perjalanan dinas selesal.

Pasal 21

Oalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam
SUrat Perintah Perjalanan Oinas {SPPD), maka Pejabat Negara/Pegawal Negeri yang
bersangkutan wajib menyetorkan kemball kelebihan uang harian dan blaya penginapan yang
telah dfterimanya.

Pasal 22

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT)dan Surat Pertntah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaiman tercantum dalam Lampiran
Peraturaninl.



Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan ini ,maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15
tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat
Negar, Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dllingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang MongondowTimur Tahun Anggaran 2013, dinyatakan dicabut dan tidak ber1aku.

Pasal 24

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal dlundangkan,

agar setiap orang mengetahulnya, memer1intahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannyadalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Padatanggal 11 j\JIA 2013

BUPATI 801.AANG MONGONDOW TIMU_!!}

FY

SEH —= DJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 2013
ScKRETARISOAERAH

IrHiMUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINAIJTAMA MAOYA
NIP.19590813 198503 1 010

3 Asistm  Bidmg Pemerintahan  dm\
Kesos

4 Asimo Bidm__Administrasi Umum
S SekrctarisOQ8erab
6. WIkll Bupati Bolaang M
Timur
7 Mohon UlllUk
dap8l
ditmdaUn__i

Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Tahun 2013
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IV. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
Tingkat A TINGKAT B TINGKAT C TINGKAT D TINGKATE
No. URAIAN (Bupati,Wakil Bupati| (Eselon IIdan | (EselonIIIdan | (EselonIVdan | (Gol.Il dan KETERANGAN
Pimpinan DPRD) | Anggota DPRD) Gol.IV) Gol.ITI Gol.I)
Biaya Penginapan / Akomodasi Di sesuaikan dengan

Uang Harian (Uang Makan,Uang Saku,Transport Lokal) | PMK No 37Tahun 2012

1

2

3|Uang Representatif

4|Transport dari Bandara/Terminal ke Penginapan (PP)
TOTAL

\w:?d BOLAANG MONGONDOW TIMUR

e



